
 

SALINAN

 

  

 
 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR   5  TAHUN 2024 
TENTANG 

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA 
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA) TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 
Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Selatan (Perseroda) Tahun Anggaran 2024; 
  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang  Nomor   27  Tahun  1959   tentang  
Penetapan Undang–Undang Darurat No.   3   Tahun 1953     
tentang   Perpanjangan Pembentukan   Daerah  Tingkat  

II   di  Kalimantan  (Lembaran   Negara Republik 
Indonesia    Tahun  1953   No. 9), sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah 
Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756);  

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 

  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hulum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 

Nomor 157); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 

Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi 

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah 
Kalimantan Selatan (Lembaran daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 8); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan 

Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas 
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2021 Nomor 13);  

   21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);  

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 8  Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 

Nomor 8); 

  23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 60); 

   

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA 

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH 
KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA) TAHUN ANGGARAN 
2024. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam 
penambahan penyertaan modal daerah pada suatu 

usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau 



- 5 - 

 

 

 

pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan 

suatu imbalan. 

5. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang 

menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha 
bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ke 

tiga dengan suatu imbalan tertentu. 

6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

baik berwujud uang maupun barang. 

7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah 
Kalimantan Selatan (Perseroda) yang selanjutnya 

disebut PT. Bank Kalsel (Perseroda) adalah perseroan 
yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah 
Kalimantan Selatan Menjadi Perseroan Terbatas Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

 
BAB II 

PENYERTAAN MODAL 
 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penyertaan 

Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) 
sebesar Rp16.116.000.000,00 (enam belas miliar 

seratus enam belas juta rupiah). 

(2) Pembiayaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 

2024. 

(3) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal 

kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sampai Tahun 2023 
sebesar Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar 

rupiah). 

(4) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank 
Kalsel (Perseroda) sebesar Rp89.116.000.000,00 

(delapan puluh sembilan miliar seratus enam belas juta 

rupiah). 

 

Pasal 3 

Mekanisme, prosedur pencairan, dan pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada 
PT. Bank Kalsel (Perseroda) Tahun Anggaran 2024 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 
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Salinan sesuai dengan aslinya

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  

 
 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 31 Januari 2024 

    

      Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
  

ttd. 
 

HERMANSYAH 
 

 

 Diundangkan di Kandangan 
 pada tanggal 31 Januari 2024 

    
       SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

MUHAMMAD NOOR 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
TAHUN 2024 NOMOR 5 
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